WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM
KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

Menimbang : a.

Mengingat

—_

MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai
kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pelaksanaan Pengeluaran untuk Mendanai Kegiatan
Dalam Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Melalui
Belanja Tidak Terduga;

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
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16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI

KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN
MENDESAK MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Bukittinggi.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim anggaran pemerintah daerah yang dibentuk dengan
keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota
dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksana Perubahan  Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Perubahan
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
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BAB I
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN
DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 2

(1) Pendanaan terhadap kebutuhan belanja keadaan darurat dan keperluan
mendesak dapat menggunakan belanja tidak terduga pada jenis belanja
tidak langsung yang bersumber dari APBD.

(2) Kriteria keadaan darurat dan keperluaan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun
berkenaan.

(3) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 3

(1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga
sesuai batasan kewenangan BUD.

(2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran
tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan.

(3) Penganggaran belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan
keperluan mendesak harus memenuhi salah satu kriteria yakni:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pasal 4

(1) Apabila pendanaan dari belanja tidak terduga untuk keadaan darurat
dan keperluan mendesak terjadi sebelum APBD maka dilakukan
pergeseran anggaran.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota tersendiri yang selanjutnya ditampung pada
perubahan APBD.

Pasal 5

(1) Apabila pendanaan dari belanja tidak terduga untuk keadaan darurat
dan keperluan mendesak terjadi setelah perubahan APBD maka
kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(2) Besaran DPA-SKPD pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersumber dari belanja tidak terduga dilakukan pengurangan dari anggaran
belanja tidak terduga dalam bentuk DPPA-SKPD pada SKPKD.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Mekanisme pengeluaran dana belanja tidak terduga hanya dapat
dilaksanakan dengan mekanisme tambahan uang persediaan dan/atau
langsung.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban untuk keadaan darurat dan
keperluan mendesak yang diformulasi dalam DPA-SKPD penatausahaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah
ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran dicatat dalam laporan
realisasi anggaran SKPD yang bersangkutan.

Pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keperluan
mendesak mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 39



